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STUDI TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN
DENGAN SISTEM RUJUKAN DI PUSKESMASAIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

Putri Aulya Ramah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta deskripsikan sejarah
perkembangan sistem rujukan, mekanisme pelaksasisi@m rujukan, pola-pola
yang terjadi di sistem rujukan, serta pendapat rmaeeat terhadap sistem
rujukan di Puskesmas Air Putih Kecamatan SamarldilaKota Samarinda.

Penelitian ini dilaksnakan di Kota Samarinda tepeatrdi Puskesmas Air
Putih. Pengumpulan data dilakukan penelitian kegksan dan penelitian
lapangan dengan menggunakan observasi, wawancaia,ddkumentasi. Data-
data kemudian akan dianalisis secara deskriptiflikat#. Dengan berdasarkan
data yang ada, penulis berupaya menggambarkan aesiatematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hugpan antar fenomena yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukgrertama, dapat
disimpulkan bahwa awal mula diterapkannya sistejukan di Indonesia sejalan
dengan berdirinya puskesmas pada tahun 1969. Namasih banyak masalah-
masalah kesehatan yang ditemukan pada saat itua rdasmuskan SK Menteri
Kesehatan Rl No 32 Tahun 1972 tentang sistem rojuka&dua, mekanisme
pelaksanaan sistem rujukan akan dilaksanakan mefsmeriksaan awal oleh
dokter puskesmas, apabila pasien tidak dapat daangleh dokter puskesmas
maka pasien akan dirujuk sesudah pasien menyetesgkoses administrasi.
Ketiga, dapat diketahui pola-pola yang terjadi yapola rujukan rumah sakit
umum daerah, pola rujukan rumah sakit swasta, polakan praktek dokter
umum. Keempat, dari sejarah, mekanisme, dan pde-pstem rujukan maka
dapat diketahui pendapat masyarakat terhadap pelagapublik di bidang
kesehatan dengan sistem rujukan di Puskesmas Ailn Recamatan Samarinda
Ulu Kota Samarinda.

KataKunci : pelayanan publik, sistem rujukan, kesehatanskieamas Air
Putih, Kota Samarinda.

Pendahuluan

Sistem kesehatan nasional merupakan suatu tatamgnngencerminkan
upaya bangsa Indonesia meningkatkan kemampuanatiékagehatan yang
optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum tsepemng dimaksudkan
dalam alinea ke IV (empat) Pembukaan Undang-Undiasgr 1945. Isi sistem
kesehatan nasional memberikan gambaran sekaligugsifisebagai pedoman
penyelenggaraan pembangunan dibidang kesehatan .
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Kesehatan itu sendiri merupakan kebutuhan mendaasgir manusia .
Ditinjau dari segi fisik keberadaan sarana kesehb#ak puskesmas serta sarana
kesehatan lainnya termasuk sarana penunjang dalpayaumempercepat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. namus tekui bahwa persebaran
fisik tersebut belum diikuti sepenuhnya dengan mpgatan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemaérintan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu pdisat, di Daerah, dan
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanablipuerbentuk pelayanan
barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa isyanakat semakin terbuka
dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Olsébab itu substansi
administrasi sangat berperan dalam mengatur dagarenkan seluruh kegiatan
organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakah pemerintah
adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarak&édrmBs dibidang
kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayakasehatan dan
menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapardikau oleh seluruh lapisan
masyarakat, seperti yang tertuang dalam Keputusamevi Kesehatan Republik
Indonesia No. 951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu menegaskaahwa “tujuan
pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkaaddtes, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar twedwdgrajat kesehatan
masyarakat yang optimal”.

Dalam pelaksanaan pelayanan rujukan telah diaturgate bentuk
bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan keseh#éihgkat pertama/primer
adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontelanp@ secara perorangan
sebagai proses awal pelayanan kesehatan membpgkakanan pada pelayanan
pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upayagkatam dan pencegahan,
termasuk didalamnya pelayanan kebugaran dan gagap hsehat. Tingkat
kedua/sekunder adalah pelayanan kesehatan spésigisg menerima rujukan
dari pelayanan kesehatan perorangan primer, yankputierujukan kasus,
spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat metkgunkbali ke fasilitas
pelayanan kesehatan yang merujuk. Dan tingkat d&fitiggier adalah dokter
subspesialis atau dokter spesialis yang telah npatin pendidikan khusus atau
pelatihan dan mempunyai izin praktik dan didukurighotenaga kesehatan
lainnya yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan rujukan tidak bereldlisi-sendiri namun
berada di suatu sistem dan saling berhubungan. ildppblayanan kesehatan
primer tidak dapat melakukan tindakan medis tinghkatmer maka ia
menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkayaeta di atasnya, demikian
seterusnya. Salah satu bentuk pelaksanaan dannpeaggan upaya kesehatan
dalam Sistem kesehatan Nasional adalah rujukantukUmendapatkan mutu
pelayanan yang lebih terjamin, berhasil guna (djedkan berdaya guna (efesien),
perlu adanya jenjang pembagian tugas diantarauaititpelayanan kesehatan
melalui suatu tatanan sistem rujukan.
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Sistem pelayanan rujukan baik pengiriman pasienpumaypengembalian
pasien, dan penetapan rujukan tidak dilaksanakagagebaik, sehingga terjadi
bermacam-macam pola rujukan. Hal ini terjadi karkebijakan sistem rujukan
tidak dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan, gaag ini sudah tidak sesuai
dengan konteks kewilayahan, serta tidak sesuaiasekgndisi dan tantangan
yang dihadapi.

Beberapa kesenjangan dan konflik yang ditemukaandgielaksanaan
kebijakan rujukan rumah sakit di lapangan yaitaki ada instrumen teknis yang
mengatur mengenai prosedur rujukan pasien ke rwakih sehingga masyarakat
tidak tahu harus pergi ke mana untuk mendapatk#ayqean kesehatan yang
terbaik dan bermutu. Selain itu, juga ditemukandedfelasan apakah rujukan
medik sudah menjadi sistem atau belum. Kebijakattosekesehatan hanya
menetapkan pelayanan kesehatan pemerintah daltam sigjukan. Sedangkan
pelayanan kesehatan swasta tidak masuk dalam ngjasistem rujukan.
Seharusnya adaetwork (jejaring kerjasama) rujukan antara sektor pertegnin
dan sektor swasta sehingga dapat menjamin tergglengya sistem rujukan yang
baik.

Untuk mewujudkan terselenggaranya pembangunan &esehdalam
upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimatigkpn pelayanan medik
yang terpadu, merata, berhasil guna dan berdaya galah satunya dengan
meningkatkan manajemen rujukan medik agar penangaasus dapat paripurna,
menyeluruh dari pelayanan dasar hingga pelayarjakam Jika Puskesmas tak
lagi mampu memberi pelayanan karena keterbataseralat kesehatan, akan
memberi surat rujukan ke rumah sakit atau doktesigps.

Dari uraian latar belakang diatas dan dengan fenarffenomena sistem
rujukan yang terjadi tersebut membuat peneliti atéet untuk melakukan
penelitian lebih lanjut tentang Pelayanan Publi#taBig Kesehatan dengan Sistem
Rujukan di Puskesmas Air Putih Kecamatan Samatihddota Samarinda.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari peneltiaadalah sebagai
berikut :

1. Bagaimana sejarah perkembangan pelayanan publiknianggunakan sistem
rujukan ?

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pelayanan pubfi§ y@enggunakan
sistem rujukan ?

3. Bagaimana pola-pola yang terjadi dalam pelayanaplippuengan sistem
rujukan ?

4. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap pelayardik plengan sistem
rujukan di Puskesmas Air Putih Kecamatan SamarifidaKota Samarinda
dan Rumah Sakit A.W Sjahranie Kota Samarinda ?

Kemudian dari rumusan masalah yang ada, maka yargadi tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejgoahkembangan pelayanan
publik yang menggunakan sistem rujukan, untuk mige mekanisme
pelaksanaan pelayanan publik di bidang kesehatag y@enggunakan sistem
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rujukan. Untuk mengetahui pola-pola yang terjadistepelayanan publik dengan
sistem rujukan, untuk mengetahui pendapat masyaredthadap pelayanan
publik dengan sistem rujukan di Puskesmas AirlPKigcamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda dan Rumah Sakit A.W Sjahranie Kata&inda.

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikantikousi pemikiran
bagi pemerintah, Puskesmas, Rumah Sakit maupurs Resehatan bidang Seksi
Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan agar senantels&sanakan pembinaan,
pengawasan, pengendalian, monitoring dan mengesiadiaga tentang kegiatan
pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan keseff@gan Serta dapat
memberikan sumbangan saran-saran terhadap puskedalas pelaksaan
rujukan di Puskesmas Air Putih Kecamatan Samatiid&ota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori
Pelayanan Publik

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris addkdrvice’”. A.S. Moenir
(2002) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatamgy dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan landasmmtuedimana tingkat
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yafayani atau dilayani,
tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalamemoém harapan
pengguna. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkegiatan, karena itu
proses pelayanan berlangsung secara rutin dan doeak@bungan, meliputi
seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat.

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan olehansst pemerintah.
Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektifpuglsatuan kerja atau satuan
orang kementrian, departemen, lembaga, pemerintahan departemen,
kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negdem instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk BadahaJslilik Daerah. Sebagai
penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakstgnsi pemerintah dan
badan hukum.

Bidang Kesehatan

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), bidang agalagelompokan atau
pengelompokan (memisah-misahkan) berdasarkan lapang@ingkungan,
pekerjaan, dan pengetahuan). Kesehatan adalahapelapublik yang bersifat
mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan aredst. Untuk semua
pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan apasauberkewajiban untuk
menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatiiap saat. Salah satu
wujud nyata penyediaan layanan publik di bidangekatan adalah adanya
Puskesmas.

Bidang kesehatan merupakan bidang yang menanganimdamberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk méncegga mengobati
masyarakat yang sakit atau terluka. Pengembangmdpikesehatan diarahkan
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untuk memberikan pemecahan berbagai masalah utasegh&tan yang dihadapi
sebagian terbesar masyarakat Indonesia.

Sistem Rujukan

Menurut SK Menteri Kesehatan Rl No 32 tahun 19%&sn rujukan adalah
suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatag weelaksanakan
pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap &asus masalah kesehatan
secara vertical dalam arti dari unit yang berkemampkurang kepada unit yang
lebih mampu atau secara horizontal dalam arti auntéi-unit yang setingkat
kemampuanya. Dari batasan tersebut dapat dilifat/dodnal yang dirujuk bukan
hanya pasien saja tapi juga masalah-masalah kaselzn, teknologi, sarana,
bahan-bahan laboratorium, dan sebagainya. Disampingijukan tidak berarti
berasal dari fasilitas yang lebih rendah ke fasliyang lebih tinggi tetapi juga
dapat dilakukan diantara fasilitas-fasilitas kesahgang setingkat.

Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatalikémbangkan atas
dasar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Repuldibni@esia No. 032/Birhup/72
tentang pelaksanadReferal Systemadapun batasan dan pengertian pada Bab |
Ketentuan Umum, Pasal 1 sebagai berikut:

“Referal Systeradalah suatu usaha pelayanan kesehatan antaeg®etingkat
unit-unit pelayanan medis dalam suatu daerah tertetaupun untuk seluruh
wilayah Republik Indonesia.”

Pengertian sistem rujukan menurut Sistem Kesehd#asional Depkes RI 2009,
merupakan suatu sistem penyelenggaraan pelayanasehdtan yang
melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal battkadap satu atau lebih
kasus penyakit atau masalah kesehatan secaraavetéiki unit berkemampuan
kurang kepada unit yang lebih mampu atau secaraoméal antar unit-unit yang
setingkat kemampuannya.

Puskesmas

Dalam kanus besar Bahasa Indonesia (1996), pemggrtiskesmas (Pusat
Kesehatan Masyarakat) didefinisikan sebagai paliklidi tingkat kecamatan,
tempat rakyat menerima pelayanan kesehatan dawlpéay mengenai keluarga
berencana.

Menurut Hatmoko (2006) puskesmas adalah suatu uasabrganisasi
kesehatan fungsional yang merupakan pusat penggaub&esehatan masyarakat
yang juga membina peran serta masyarakat disampemgberikan pelayanan
secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakeilayah kerjanya dalam
bentuk kegiatan pokok.

Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dengan Sistem Rujukan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiarateegdalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan pergterundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang.
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Sistem rujukan sebagai suatu sistem penyelenggam@elayanan
kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tangguiadp jamvbal balik terhadap
satu kasus penyakit atau masalah kesehatan seméikalv(dari unit yang lebih
mampu menangani), atau secara horizontal (antat-uaiti yang setingkat
kemampuannya).

Pelayanan publik dibidang kesehatan dengan sisigrkan adalah upaya
meningkatkan derajat kesehatan dan merupakan swajud kepedulian
pemerintah yang dituangkan dalam suatu rancangan widang-undang atau
berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusaamgaehbipaya dalam rangka
memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutgkaa ketersediaan baik itu
keamanan, mutu, kualitas serta akses obat dan Batmbekesehatan secara
menyeluruh kepada masyarakat. Upaya kesehatarbuerdewujudkan dengan
perkembangan sistem rujukan yang kearah lebih bai&lalui pemahaman
masyarakat tentang bagaimana mekanisme ataupusp@alayang kini sedang
diterapkan.

M etode Penelitian

Artikel ini memakai data-data dari penelitian dpaamgan yang penulis
lakukan di Puskesmas Air Putih Kecamatan Samarldla Kota Samarinda
dengan sumber data ditentukan menggunakan TdRarRosive Samplinglan
penggunaan prosedur teknik pengumpulan data bdPepelitian Kepustakaan
(Library Researchdan Penelitian Lapangafi€ld Work Researghyang terdiri
dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumerata-Data yang
dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitieualitatif untuk
mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis &eatiaan dengan bersumber
pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yamgd@nmengenai Pelayanan
Publik di Bidang Kesehatan dengan Sistem RujukafPulkesmas Air Putih
Kecamatan Samarinda Ulu.

Hasil Penedlitian dan Pembahasan
Sejarah Perkembangan Pelayanan Publik yang Menggunakan Sistem Rujukan

Sejalan dengan diterapkannya konsep Puskesmagaidsia tahun 1969,
Masalah-masalah kesehatan yang ditemukan padatsasgedemikian banyak.
karena masalah-masalah kesehatan banyak yang &@emmaka di rumuskan
SK Menteri Kesehatan RI No 32 Tahun 1972 yangldidaya telah mengatur
sistem rujukan vyaitu suatu sistem jaringan pelayarkesehatan yang
memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung javeghra timbal balik atas
timbulnya masalah dari suatu kasus atau masalabh&&s masyarakat baik
secara vertikal maupun horizontal kepada yang lkedahpeten.

Pada awal mula sistem rujukan di tingkat pelaydsemehatan dasar lebih
diperkuat dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehsampai ke tingkat
desa. Rujukan pelayanan kesehatan akan dapat stamkakbila pembangunan
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sektor lain ditingkat kecamatan juga mendukung uya#rsedianya fasilitas
transportasi yang lebih memadai dan peningkatadgmeatan keluarga.

Sejarah perkembangan sistem rujukan kesehatanddnésia telah ada
sejak dirumuskan SK Menteri Kesehatan Rl No 32uhah972 yang didalam
nya telah mengatur sistem rujukan dan telah diaaldalam Permenkes No. 01
Tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan sistem rupsam menyelenggarakan
upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatanarakasy puskesmas
menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelaykeesehatan rujukan.

Sejarah sistem rujukan dilaksanakan karena timbuliyerbagai
permasalahan kesehatan yang terjadi di Indonesmefntah sebagai pemberi
pelayanan terhadap masyarakat memberikan pelaygaiag maksimal untuk
masyarakat. Karena pelayanan kesehatan tingkat daparti puskesmas tidak
dapat menanganinya maka Pemerintah memberikan goelaykesehatan yang
lebih baik melalui pelayanan sistem rujukan. Padd 81 sistem rujukan sudah
berjalan dengan baik dan efektif untuk penggunaaters rujukan tersebut
walaupun ada kendala-kendala yang dihadapi oleh yarssat dalam
mendapatkan rujukan. Dalam Puskesmas yang memgéakgana teknis juga ikut
turut membantu mensosialisasikan sistem rujukangydaik dan dapat
memudahkan masyarakat dalam menggunakan sistekanuju

Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Menggunakan Sistem
rujukan

Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakaarasdoerjenjang
sesuai dengan kebutuhan medis. Mekanisme pelaksgetayanan publik yang
menggunakan sistem rujukan yaitu pelayanan keseltismigkat pertama, kedua
dan ketiga, dimana dalam pelaksanaannya tidak rbeseindiri-sendiri namun
berada di suatu sistem dan saling berhubungan. ilappblayanan kesehatan
primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingatmer maka ia
menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkaypeta di atasnya, demikian
seterusnya. Apabila seluruh faktor pendukung tedgioldan transportasi
terpenuhi maka proses rujukan ini akan berjalangaernbaik dan masyarakat
awam akan segera tertangani dengan tepat.

Dalam sistem rujukan ada beberapa hal yang dapatyebabkan
kegagalan proses rujukan vyaitu tidak ada ketedibapihak tertentu yang
seharusnya terkait, keterbatasan sarana, tidakdakiangan peraturan yang di
tetapkan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pelaksapelayanan publik yang
menggunakan sistem rujukan dimaksudkan adalah tketerdan proses dimana
pelaksanaan sistem rujukan yang ada di Puskesmas.

Mekanisme pelaksanaan sistem rujukan akan dilakaananelalui
pemeriksaan awal oleh dokter puskesmas apabil@rpasiah memenuhi salah
satu kriteria pasien yang dapat dirujuk dan tidagad ditangani oleh puskesmas
maka rujukan perlu dilakukan. Bila ditemukan kagang tidak dapat ditangani
sesuai dengan kewenangan dokter, maka pasien ueisstera dikirim ke unit
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pelayanan kesehatan yang memiliki kemampuan mesigassalah tersebut yaitu
rumah sakit. Penentuan tempat rujukan ditetapkas gtertimbangan jarak
(mudah dijangkau), tersedianya fasilitas dan tenggag dapat memenuhi
kebutuhan untuk menangani masalah pasien. Tempeéiarutidak dibatasi oleh

wilayah administrasi dan kesediaan penderita. Raglan keluarga diberi

informasi tentang masalah yang dihadapi, alasanpdanfaat perlunya dilakukan
rujukan. Setelah itu pasien melakukan prosedur @dtrasi dilakukan setelah

pasien diberikan tindakan pra-rujukan. Membuattaateekam medis pasien dan
surat rujukan pasien kepada rujukan yang di berdkan puskesmas.

Rujukan medis berkaitan dengan pengobatan dan gemulpengiriman
pasien, specimen, transfer pengetahuan). Rujukaehk¢éan berkaitan dengan
upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (S&temalpgi dan operasional).
Namun tidak mudah mengembangkan RS rujukan medigpuma kesehatan.
Manajemen RS perlu mendukung sistem tersebut dengastruktur dan sistem
yang baik.

Dalam pelaksanaan pelayanan rujukan kepada masyamaksyarakat
bisa memahami mekanisme pelaksanaan sistem rujaksabut atau tidak dapat
memahami pelaksanaan tersebut. Masih banyak maaydr@um paham konsep
rujukan tentang kesehatan. Sistem rujukan belunahdimi dengan baik dan
benar. Sebagian besar masyarakat kurang pahamnderg@nisme pelaksanaan
sistem rujukan yang ada saat ini dengan terjadkesalahan masyarakat pada
saat melakukan prosedur administratif. Dan pemahamasyarakat tentang
rujukan masih kurang. Masyarakat mengganggap rojtidak ada manfaat untuk
mereka padahal masyarakat sebagai pengguna jesgampeh, manfaat sistem
rujukan adalah meringankan biaya pengobatan, kardapat dihindari
pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang mennennmasyarakat dalam
mendapatkan pelayanan, karena telah diketahui dengls fungsi dan
wewenang setiap sarana pelayanan kesehatan.

Pola-Pola yang Terjadi dalam Pelayanan Publik dengan Sistem Rujukan

Pola pelayanan kesehatan bersifat dinamis mengigetkembangan
keadaan dan masalah serta lingkungan dalam ar8 palitik, ekonomi,
tekonologi, sosial, budaya masyarakat yang dilayBailam pelayanan publik
dengan sistem rujukan pasien memerlukan pelayaaajutdn yang dapat
ditangani oleh tingkatan pelayanan yg lebih rerdiah untuk alasan kemudahan,
efisiensi dan pelayanan jangka panjang atau periglakk dapat memberikan
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan passma keterbatasan sarana,
prasarana, peralatan, atau ketenagaan. Rumah &féh institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesepatanangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inapatrgalan, dan gawat
darurat. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah ap@lay kesehatan yang
meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehalwiif.
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Pemerintah dan asosiasi Rumah Sakit membentuknjgjdalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan. Jejaring melipfiotimasi, sarana prasarana,
pelayanan, rujukan, penyediaan alat, dan pendidie@maga. Sistem rujukan
merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengaimpghan tugas dan
tanggung jawab secara timbal balik baik verticalupuan horizontal, maupun
struktural dan fungsional terhadap kasus penyakiti anasalah penyakit atau
permasalahan kesehatan. Setiap Rumah Sakit mempkewajiban merujuk
pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampelayanan rumah sakit.

Pola-pola yang terjadi dalam pelayanan publik dengigtem rujukan
yang ada di rumah sakit daerah yaitu RSUD H. ASjahranie, rumah sakit
swasta yaitu RS Dirgahayu, RSIA Aisyiah samaririRlg, Islam Samarinda, RS
Bhakti Nugraha, dan Praktek Dokter Umum.

a. Pola Rujukan Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah sakit umum daerah A.W. Sjahranie dalam pdabg@elayanan
kesehatan kepada masyarakat maka RS A.W. Sjahadafaen visinya dapat
menjadi rumah sakit pusat rujukan pelayanan keaehapendidikan dan
penelitian yang terbaik di Kalimantan.
sistem rujukan di rumah sakit umum daerah A. Whigjaie dalam pola rujukan
peserta harus berobat terdahulu ke puskesmas apdaiam pemberian
pengobatan di puskesmas tidak dapat menanganinp&siena keterbatasan
peralatan medis, maka pasien akan dirujuk ke rusait umum daerah. Dokter
puseksmas akan memberikan surat rujukan yangadiikipuskesmas. Setelah itu
peserta ke rumah sakit yang telah dirujuk oleh Esislas. Selanjutnya sudah
sesuai dengan prosedur yang berlaku. karena dengagikuti sesuai prosedur
yang ada dapat memudahkan petugas rumah sakit uiaerah dalam pemberian
layanan kesehatan rujukan untuk pasien. Rumah gsakiim daerah yang
merupakan pusat rujukan diantara rumah sakit yalaydd Samarinda karena
hanya rumah sakit umum A. W. Sjahranie yang merapaolongan rumah sakit
tipe A. Dalam hal ini rumah sakit umum dapat menjagukan dan sudah
menjadi golongan tipe A karena sarana dan pras&es®hatan di rumah sakit ini
cukup memadai, dari sedi penunjang alat kesehatanmemadai. Dalam proses
merujuk ke rumah sakit ini masyarakat harus berdbedahulu di layanan
kesehatan dasar seperti puskesmas agar dalam gearbipengobatan kepada
pasien tidak menyulitkan pasien.

b. Pola Rujukan Rumah Sakit Swasta

Rumah Sakit Umum Swasta merupakan rumah sakit unyang
diselenggarakan oleh pihak swasta. Berdasarkan tfsgu Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 806b/MenKes/SK/XII/1987 tag Klasifikasi Rumah
Sakit Umum Swasta.

Pola rujukan rumah sakit swasta, pertama pesef@akol@n pendaftaran
di loket pendaftaran lalu pihak rumah sakit menkaeriperawatan kepada peserta

89



eJournal llmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1, 2015: 81 — 94

apabila dalam perawatan dan pemeriksaan pihak rgaleh swasta tidak dapat
menangani penyakit peserta maka tindakan rujukan perlu dilakukan
kemudian peserta dirujuk apabila hanya di wilayatalkabupaten pihak rumah
sakit mengantar ke rumah sakit yang telah dirujuiknah sakit swasta dapat
menjadi rujukan dari pelayanan kesehatan tingkatardaeperti puskesmas atau
fasilitas kesehatan lainnya. Rumah sakit swastatdagenjadi rujukan karena
pertimbangan waktu, jarak dan wilayah pasien tihgl@arena kalau pasien
dirujuk ke rumah sakit I. A moeis sangatlah jauhi ealayah kerja puskesmas
kami dan masyarakat yang berobat disini, maka deslasincaran pasien dalam
pendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang daemmaka puskesmas dapat
merujuk ke rumah sakit swasta yang setara dengmaalrsakit tipe C.

Rumah sakit swasta dapat merujuk pasien ke rumdhlsajenjang seterusnya
atau rumah sakit tipe A apabila pelayanan kesehgaag ada di rumah sakit
swasta tak memadai, maka rumah sakit swasta haemyemahkan tanggung
jawab tersebut ke tingkat pelayanan di atasnya &murumah sakit dan
seterusnya. Biasanya rumah sakit merujuk dari russit dirgahayu merujuk
pasiennya ke rumah sakit Islam.

c. Pola Rujukan Praktek Dokter Umum

Dokter yang memiliki kemampuan mengobati berbagemypkit dan
melalukan upaya rujukan kepada masyarakat. Pra#ttééter umum tidak
mempunyai wilayah kerja seperti puskesmas. Masganang ingin berobat dari
berbagai wilayah dapat berobat pada praktek dokterm. Praktek dokter umum
dapat juga merujuk pasien apabila dokter tidak tdapanangani penyakit
masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem rujukan pemberian rujukagat dilakukan
oleh dokter praktek. Dokter praktek merupakan doiktememiliki kemampuan
mengobati berbagai penyakit dan melakukan prakeélisnuntuk umum dapat
dibuka untuk umum dan tidak memiliki wilayah kegaperti puskesmas. Dokter
praktek memberikan rujukan seperti yang dilakuk#sh qpuskesmas. Namun
dalam pemberian rujukan kepada dokter spesialisfatdlitas kesehatan Tipe D.

Pendapat Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan Sistem Rujukan di
Puskesmas Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan Rumah
Sakit A.W. §ahranie Kota Samarinda

Pendapat masyarakat dari pendapat dan diperolebuddu diskusi sosial
dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepenting&tsasiah menjelaskan bahwa
merasa rumit dengan sistem rujukan ini karena dil ang mengurus surat
rujukan ini yaitu suaminya. Suaminya hanya menguujskan tersebut hanya
sampai tahap diagnose dokter, dokter hanya menalmeblkanko diagnose yang
dimaksud suami ibu alsasiah merupakan surat rujuieapa mengurus prosedur
administrasinya suami ibu alsasiah langsung memumah sakit. Kesimpulannya
masyarakat merasa rumit dikarenakan tidak mengedsedur admistrasi di
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Puskesmas. Sebaiknya dalam pemberian rujukan petugmberikan arahan
yang jelas kepada masyarakat.

Masyarakat kurang paham dengan sistem rujukan. &akgt masih
kurang mengerti sistem rujukan itu apa terlihati daasyarakat yang dalam
menggunakan sistem rujukan yang tidak mengertiibega mekanisme rujukan
tersebut. Dengan arahan petugas puskesmas dapdtamenmasyarakat untuk
mengerti mekanisme rujukan tersebut.

Terdapat masyarakat yang ingin langsung di rujukugeah sakit tanpa
mau di periksa pihak puskesmas padahal kondisighk#tmya dapat di tangani
oleh puskesmas namun masyarakat tetap memaksanegidapatkan rujukan ke
rumah sakit, puskesmas sebagai pemberi layandatidgsar sudah memberikan
penjelasan bahwa penyakit pasien tersebut dapdiadi oleh puskesmas setelah
di berikan obat apabila setelah 3 hari penyakitigpagidak sembuh maka
puskesmas akan memberikan rujukan namun pasiep tieEk mau mengerti
terpaksa pihak puskesmas mau tidak mau memberikgokan kepada
masyarakat. Karena takut terjadi keributan antaayarakat dan petugas. Di lain
sisi citra puskesmas terlihat buruk di hadapan husekit karena memberikan
rujukan penyakit yang bisa ditangani oleh puskestaps dalam memberikan
pelayanan kesehatan malah memberikan rujukan. nSistguk diterapkan
berkaitan dengan keharusan adanya diagnosis diikiagkat fasilitas kesahatan
primer, misalnya pasien didiagnosis demam, batil&k panpa indikasi bahaya.

Kesmpulan

1. Sejarah perkembangan sistem rujukan dimulai paddirlmya puskesmas
pada tahun 1969, lalu pemerintah merumuskan SK dviekesehatan Rl No
32 Tahun 1972 sistem rujukan, kemudian disempumalkdam Permenkes
No. 01 tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan sisi@grkan. Berkenaan
dengan mulai berdirinya puskesmas pada tahun 1%6§ak ditemukan
permasalahan kesehatan yang ada di masyarakattigakgdapat ditangani
puskesmas, demi mewujudkan terselenggaranya pennt@mgkesehatan
dalam upaya pencapaian derajat kesehatan dan menpetayanan kesehatan
di masyarakat diperlukan pelayanan medik yang terpmaka pemerintah
merumuskan SK Menteri Kesehatan Rl No 32 Tahun 1832m rujukan.
Seiringnya waktu dengan ditemukan pelayanan sistgokan yang belum
berjalan optimal maka pemerintah menyempurnakaensisujukan dengan
mengatur pelaksanan sistem rujukan dalam Permed&e$1 tahun 2012.
Pada saat ini pemerintah mengatur sistem rujukagiomalisasi yang
merupakan suatu sistem pembagian wilayah kerjaalmursakit dengan
cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau olslgamakat dalam waktu
kurang dari 1 jam, agar dapat memberikan tindakamirdt sesuai standar.
Regionalisasi menjamin agar sistem rujukan kesatlzgalan secara optimal.

2. Dalam hal mekanisme pelaksanaan sistem rujukarh tdimlankan oleh
puskesmas sesuai dengan mekanisme peraturan Miéasaiatan dan dalam
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pelaksanaannya tidak berubah, proses mekanismsebenarnya jelas dan
tidak terlalu rumit untuk masyarakat namun dalanmkanesme pelaksanaan
rujukan masyarakat merasa dalam proses adminrsteasidak mudah untuk
dipahami masyarakat. Secara umum atau sebagian deam birokratisnya

masyarakat disuruh bolak-balik. Tahapan Mekanisrimeuldi dari pasien

berobat dahulu ke puskesmas untuk pemeriksaan @aik pemeriksaan
penunjang medik untuk menentukan diagnosa utamad@amose banding,
apabila dokter tidak dapat menangani pasien mdkiutian rujukan, dokter
memutuskan unit pelayanan tujuan rujukan kemarlg, gasien mengurus
prosedur administrasinya dilakukan setelah pasiberitan tindakan pra-
rujukan. Jika dalam proses merujuk pasien mengagamiatdarurat maka
pihak puskesmas menyiapkan sarana transportaseripat tujuan rujukan
pasien.

. Dalam sistem rujukan terdapat 3 pola yakni polakapn rumah sakit umum

daerah, pola rujukan rumah sakit swasta dan pdl&an praktek dokter
umum. Pertama,dalam pola sistem rujukan yang ada di rumah sidetah,
rumah sakit daerah seperti A. W. Sjahranie dalalakpanaan sistem rujukan
sesuai dengan prosedur, dimulai dari peserta Keepusas lalu diberikan surat
rujukan ke rumah sakit umum daerah apabiteergencigawat darurat dapat
langsung ke rumah sakit umum daerah tanpa surtamnjKedug dalam pola
sistem rujukan rumah sakit swasta dimulai pesedtkakan pendaftaran di
loket pendaftaran lalu pihak rumah sakit memberilgrawatan kepada
peserta apabila dalam perawatan dan pemeriksaak pimah sakit swasta
tidak dapat menangani penyakit peserta maka tardalkjukan pun perlu
dilakukan kemudian peserta dirujuk apabila hanyaitliyah kota/kabupaten
pihak rumah sakit mengantar ke rumah sakit yarahtdirujuk.Ketiga, dalam
pola sistem rujukan praktek dokter umum sama sep&tem rujukan di
puskesmas karena praktek dokter umum setara defagditas kesehatan
seperti puskesmas, klinik swasta, laboratoriumRH#llam rujukan pasien yang
menggunakan rujukan menyusul sama halnya sepersiegur merujuk di
pelayanan kesehatan rujukan biasanya, hanya skijardb puskesmas tidak
melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemankpanunjang medik
untuk menentukan diagnosa utama dan diagnose lgariktiap Rumah Sakit
mempunyai kewajiban merujuk pasien yang memerlyt@iayanan di luar
kemampuan pelayanan rumah sakit.

. Pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan sistelarrusebagian besar

masyarakat merasa rumit dengan pelaksanaan sistgukam tersebut.
Masyarakat merasa rumit apabila ingin mendapatkaaypnan kesehatan
yang murah karena pelayanan kesetahan di rumahnsakgharuskan adanya
rujukan puskesmas. Untuk mendapatkan pelayanamagsedi rumah sakit
masyarakat harus berobat di tingkat dasar dulu ubkgsmas dan jika
puskesmas tidak dapat menanganinya maka rujukam akberikan,

masyarakat yang ingin mendapatkan rujukan harusrsefu dulu baru bisa
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mendapatkan rujukan. oleh karena kurangnya sassalleepada masyarakat
membuat masyarakat merasa rumit.
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